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DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO
URUT.

JENIS SOP

NOMOR SOP

SOP PENANGANAN PENGADUAN
PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN
NEGERI)

360/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN NEGERI

361/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

362/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA
INISDENTIL

363/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT
PERKARA

364/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI

365/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH
TANAH (WAARMEKING)

366/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK
MELALUI APLIKASI ERATERANG

367/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN

368/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

10.

SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

369/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

il I

SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

370/ KPN.WS5-
U8/0T.01.3/111/2025

12.

SOP PEMBUATAN  LAPORAN  PERKARA
(BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/
TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI

371/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025

3.

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP
BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI

372/ KPN.W5-
U8/0T.01.3/111/2025




i

NOMOR SOP 360/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
;gll\-ﬂ'BUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH | /.~ KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.L =¥
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun
NAMA SOP \ N
PENDELEGASIAN DARI BAWAS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 SOP Kepaniteraan Hukum
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49  PERINGATAN/CATATAN:
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun  peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik
1986 tentang Peradilan Umum KUALI FIKAS! PELAKSANA :
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. S-3 Hukum
tentang Aparatur Sipil Negara. 2. S-2 Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 3. S-1 Hukum
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 4. S-1Sistem Komputer
Sipil. 5. SMU
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun PERALATAN/PERLENGKAPAN:
2017 tentang Manajemen Pegawai 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Negeri Sipil. 2. Komputer
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3. Printer
7 Tahun 2016 Tentang Penegakan 4. Alat Scanner
Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan S. Buku agenda surat masuk
Badan Peradilan di Bawahnya. 6. Register Pengaduan
6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7. Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan 8. Aplikasi SIWAS
Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan di PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Bawahnya. Buku register Pengaduan dan Register Elektronik
7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah  Agungdan
Badan Peradilan vyang berada di
bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan
Mahkamah Agung Rl 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas
PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional Prosedur Administrasi
. Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi




T

112.

13.

14.

15.

16.

17.

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor 122/KMA/SK/VI1/2013
tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Panitera dan Jurusita.
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Rl
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan
Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.
Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/IX/2012 &
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman  Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

Halaman 2 dari 3




.

Mutyu Balkes
No Aktivitas Selretans Tim
KPN/ WKPN Tim Pemerisal Persyaratan | | Walds Output Keterangan
Pemeriksa| Perlengkapan
1. [Menerima delegasi dari Aplicasi STIWAS 1jem |SKtm "
BAWAS dan membentuk Tim pemenksa
pemerixsa
2. |Mengisi register pengaduan — Aplkas SIWAS 1jam |Register
~ Register pengadusn
pengaduan tmlah terisi
3. |Membust rencana keda - Suret 2 jam na kerja
|pemeriksasn berdasarkan hasi] pengeduen MerikSaen
[telaah BAWAS dan substans - Suret
pengaduan penunjuiken Tim
pemerksa
- Telaahan
BAWAS
- ATK
4. [Membust dan mengirim surat & — Rencans keda 2jam | Suret
penggilan kepada pelapor, pemerksaan panggilen
por, Saks: dan Dihak ~ Konsep Surat
att ates nama tm penggilan
pemeriksa e, - ATK
5, [Pemerikssan pelasor, terlapor, * - Konsep BA 7 Hari
saksi dan phak terkait pemerksaan M Sasn
— Rueng
Pemer ksaan
|
6. |Mengunggeh SK Tim — BA pemeriksaan | 1jam
pemeriksa dan berta atara - SX Tim
|pemeriasaan s aplcas Pemerksa
SIWAS MaR] — Aplkas SIWAS
- ATK
7. [Membuat dan menyerahian - Berta Acsra 3 hari
Laporan Hasil Pemeriksasn Pemeriksaan pemeriksaen
kepade Ketua/ Wakil Ketua | ~ Buktrbukt telah dtanda
Pengadilan Tinggi ' terkat Tangani
[ - ATK
8. |Membust rekomendasi dan - Bertta Acara 2 hari omendasi
surat pengantar - LHP E Surat
- Rekomendass gantar
dari Tim
9. |Mengunggah Laporan Hasil Aplikasi SIWAS 1jam [Laporen hasil
[Pemeriksaan ke aplias Laporan Hasil iDemeixSasn
SIWAS MARI] dan mencatst I Pemeriksaan sudah di
dalam register pengaduan berikut kesimpulan unggeh
d.ﬂ - .plék.s‘
rexomendasnys WAS dan
ATK di
egister
gaduan
10, [Mengirim hasl pemeriksaan @ - Laporan Hasd 1jem [Leporen Hasl
Pemerksaan 1 Saan
beserts h
kesimpulan dan isampaikan
rekomendasinya
yang telah
dhﬂdﬂﬂg.ﬁi
- Aplkas SIWAS

Penjelasan pada kolom keterangan :

*1 Bawas dapat mendelegasikan penanganan pengaduan pada Pengadilan Tk Banding

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 361/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
TGL.

PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026

DISAHKAN OLEH | /< KETUAP

18 _.SARQ

ENGADILAN NEGERI

\& RINA MANURUNG
NAMA SOP PEN *_PENGADUAN
SENDI DILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada
MA dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan MA dan
Badan Peradilan di Bawahnya.

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System)
di lingkungan Mahkamah Agungdan
Badan Peradilan yang berada di

bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung Rl 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas
PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan

SOP Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN/CATATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1. 53
2. S-2
3. §1
4. SMU

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk
Register Pengaduan

e =L A ol ol ol o

Aplikasi SIWAS

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




L

-

10.

11.

12,

13.

14.

15

16.

17.

standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl Nomor 122/KMA/SK/V11/2013
tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Panitera dan Jurusita.
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Rl
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan
Hakim, Aparatur Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya.
Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/1V/2009 tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/IX/2012 &
02/PB/P.KY/09/2012 tentang

Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman  Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor

114/DJU/SK.HM1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pada Pengadilan  Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 4




T

Pelaksana FMuty Baka
Aktivitas Tim
Petugas Mefa |  Panmud Hakim Pers yarat an
Pengaduan |Hukum | Staf L WKPN Penetazt | PEmerksa M.ﬂu.w: Walkty Outgut
Menerima pengadaan Formulr 1 hari | Pengaduan
masyarakat/Pelapor dalam Pengaduan diterima dan
bentuk isan, tertds - Regiter tercatat
maigun dektronik dan Pengaduan dalam
me fiyerahian farmulr Surat Ragister
pengadsan dan mencatat Peagaduan pengadian
regster peagaduan serta
meng ol pengadusn
Mengis regster dan ¥ Apinas 1jam | Tandaterma
memyapkan lembar telash g:ns e
ki .
ol pengadsan
Berias
pengadaan
ATK
Menerima bernas Berkas 1jam |- Tanda
pengadaan dar Paamud A 2 pengadian [y
Hukum dan me mrjus Buku heskas
hakm peneiaah I I ekspedis pengadian
ATK - Swrat
Penumjuan
Haom
Penelaah
Meskucan penelaatian - Beri@s 7 hari Laporan Mas)
L pengadian waah
|- Surat
De T e an
Lembar
e aah
- ATK
Menerima dan memerisa - berkas 1 har Pendapat
fas teash r— ) pengatian W
Tidak hast teaah terhadap
ATK nas! telaah
Menentuan tndakl anjut / bercas 1 hari Ponumguan
hast tolaah pengadiz tm
hasi telaah
- ATK
Memanjuk tim pemenisa Ya Berias 1jam | Penunjkan
peagaduan -
Hasi twaan De s ksa
- Pendapat
KPP
Membuat renana keqa - Surat 2jam | Rencaa
pemeriksaan berdasarkan peagaduEn kerp
hasl telaah hakim penelash - S Tim pemerksaan
dan suostans pengadaan Pemerisa
Laporan
has | eaan
ATK
Membuat dan mengnm ATK 7 Hari Surat
Surat penjgian kepada panggan
pelapor, terlapor, saks: dan
prhak tedeat atas nama tm ey
pemeriksa
Pemerisaan peapar, Surat 1jam | BA
teriapar, saks dan phak 4 pangy an pemeriksaan
terkait - SKTim
Pemerisa
Apiias)
SIWAS
- ATK
Mengunggan K Tm - - BertaAcara | 3Inari | Laporaahesi
pemeriksa dan berts acara Pemenksaan e ksas
pemerksasn ke aphkas I Bukt- Dkt dan
SIWAS MaR] torkat renomendas
ADkn s tedah dtanda
SIWAS Tangani
ATK

-

Halaman 3 dari 4




(L

‘1

Dislum hal tidek ternindikas: leporen diemsiphan, bils terndikas meka dtindaklanut.

Halaman 4 dari 4

Pelaksana Mty Baku
Mo Altivitas N Tim
Petugas Meja | Panmud Hakim Persyaratan [ | Walta
ek | WikPre Penelaah Pemeriksa Perlangkapan Output
L 13. | Membust dan menyerahk - Berita Acata | s | Telash
Laporan Hasil Pemenkseen - P Fekomendss
kepada Wil Ketua Tim
Pergadilen Negeri ; " Pemenkss
14. | Menyampaiken laporan hasi - Berita Acata | 2 pi | Persetuguen
pemerksasn kipets Ketus - ke Rekomendes:
Pengedilen Negeri - Telash Tim
Rekomendas: Pemerkss
Tim Suret
15. | Mengunggaeh Laporen Hesil - Aplkasi 1 jom Laporan hesi
Pemerksasn ke «plikes SIWAS pemenksasn
SIWAS MART dun mencatst T - Laporan Hasi sudah di
dalam register pengatiusn Pemerksasn
berikast pede aphkasi
kesmpudan SIWAS dan
den tercatat di
ek omentes: regisher
nya pengaduan
- ATK
16. | Ausip & Laporan Hasil 1 jum Barkas
Pemenksasn terarsiphan
| berkaust dengan bk
kesmpulan
dan
rekomendas:
Surat
Pengartar
Perpelasan pads kolom keterangan :




MAHKAMAH AGUNG R.L

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 362/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
TGL.

PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026

DISAHKAN OLEH

- KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN:

1.

Herziene Inlandsch
(HIR)/Rechtreglement
Buitengewesten (RBg).
Undang-undang Nomeor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah berapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomeor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
secara Elektronik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat edaran Mahkamah Agung Republik

Reglement
voor de

1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
Umum/Khusus
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan
PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
kuasa tidak terlaksana dengan baik

KUALI FIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S-1
D-3
. SMU sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus




10.

111,

12.

13.

Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang
surat kuasa Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidang Perkara Perdata, Perdata
Agama dan Tata Usaha WNegara di
Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/i1/2024  tentang
Pembaharuan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

Halaman 1 dari 2




C Pelaksana Mutu Baku
Mo Alctivitas Staf Ket
i ",‘r"g‘ Panmud m:“’ Panitera :“" #an/ | waktu | Output
Hukum riengkapan
1 Menerima Asli dan 1 Jam Tanda
A permohonan lidak Sakinan/Foto terima
pendattaran Surat copy Surat pendaftaran
i Kuasa Kuasa,
Foto copy Kartu
Advokat,
~ Foto copy Berita
Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- ATK
2. | Meneiti keengkapan - Asli dan 1 Jam Berkas
permohanan Saknan/Foto permohonan
pendaftaran surat capy Surat pendaftaran
kuasa dan Kuasa, surat kuasa
membubuhi paraf Foto copy Kartu lengkap
Advokat,
- Foto copy Berita
Ya Acara
Penyumpahan
dari Pengadian
Tinggi
- Tanda terma
pendaftaran
ATK
3. | Memberi cap dan Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
mencatat Surat ¢ didaftarkan telah
Kuasa yang didaftar - Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku - Buku Register dalam
Register Pendaftaran Surat Kuasa reg ster
Surat Kuasa - ATK
o ¥ .y
4. Memberi paraf pada - Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
g surat kuasa yang didaftarkan telah
sudah disiapkan - Cap Pendaftaran tercatat
Buku Register dalam
) Surat Kuasa register
- ATK
. 4. | Menandatangani - Asli dan salinan 1 Jam Surat Kuasa
pendaftaran surat Surat Kuasa yang telah ditanda
kuasa telah diregister angan
dan di cap
- stempel
pendaftaran surat
kuasa yang telah
dibubuhi cap
5 ungut dan - Permohonan 1Jam | Drsetor PNBP
nyetor Penerimaan pendaftaran surat tepat waktu
ra Bukan Pajak kuasa Tanda terma
(PNBP) Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
Buku Kas Bantu
6. yerahkan Surat Surat Kuasa yang 1 Jam Tanda
asa yang telah sudah didaftar terima
didaftar kepada penyerahan
on surat kuasa
1
A garsipkan salinan Salinan Surat 1 Jam Arsip
surat kuasa Kuasa

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP 363/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025

TGL. PEMBUATAN {12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
e DISAHKAN OLEH .~ KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAR UN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun
NAMA SOP
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Herziene Inlandsch Reglement 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
(HIR)/Rechtreglement voor de Umum/Khusus
Buitengewesten (RBg). 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung [Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

sebagaimana telah berapa kali diubah PERINGATAN/CATATAN:

terakhir dengan Undang-Undang Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kuasa tidak terlaksana dengan baik

Kedua Atas Undang-Undang Nomor | KUALIFIKASI PELAKSANA -

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 1. S-3
Agung. Z. 82

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 3. S1
1986 tentang Peradilan Umum | 4. p-3
sebagaimana telah beberapa kali | 5. sMuU sederajat

diubah terakhir dengan Undang- PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Undang 49 Tahun 2009 tentang 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum. PENCATATAN DAN PENDATAAN :

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

S. Peraturan Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja  Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang

2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan  Persidangan  Di
Pengadilan secara Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012




10.

11.

12.

13.

14.

tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Surat edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun
1971 tentang surat kuasa Khusus.
Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor KMA/032/SK/1V/2006
tentang Pemberlakukan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA/SK/X11/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidang Perkara Perdata,
Perdata Agama dan Tata Usaha
Negara di Pengadilan secara
Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu {PTSP)
pada  Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri
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- Pelaks ans Mty Baky
" Aktivitas
i Staf
Petugas Panmud Persyacatan/
prsp | faomud | yuum | Penterm | KPN | podengkapan | WAk | Output
m
| Menenma berkas - Permohonan lin | 1 Jam |Kelengkapan
Surat Tedak Kuasa insdentil surat §n
Permohonan fjin 5 - Surat kuasa
Kuasa insidentd D‘ keterangan dan msdenti] yang
wepaia sudah
desakelurghan/ |dwheokést
atasan
Buku register
-~ Checkist
ATK
2. Mene bt Ask dan 3 Jam Berkas
kelengkapan SainanFoto | permoh onan
permohonan surat copy Surat gin surat gn
Ijin kuasa Kuasa nsideng! kuasa
insdentil dan - Surat nsdent|
membubuhi paraf . keterangan dari lengkap
Ya kepala
desakelurahan/
atasan
- Tanda terima
pendaftaran
ATK
3 Membuat konsep Permohonsn 1 Jam Konsep
sural §n kuasa surat §in kuasa surat yin
insidentil A 4 msident| Kuasa
Kelengkapan msdenti
persyaratan
ATK
4 Memenksa Konsep Surat 1 Jam Konsap
konsep Sumat ljn tpn Kuasa Surat lin
3 Kuzsa insdenti| 4 insident] Kuasz
dan memben Kelengkapan insidentd
i paraf surat gin kuasa yang
: nsident! sudah
B ATK dpenksa
kelengkap
annya
8 Menenima dan - Konsep Suratljin | 1 Jam Surat ipn
member paraf Kuasa insdenti kuasa
konsep surat §in yang sudah msidentl
kuasa insidentil diperksa yang
kelengkapannya sudah
- ATK dparaf
6 Menandatangan Surat im kuasa | 1Jam Suratipn
surat jin kuasa nsdent! yang kuasa
insfentil sudah dparat nsdenti|
ATK sudah
dianda
angani
7 Mencatat Surat Surat ijn Kuasa
Ijn Kuasa nsdentl 1 Jam - Surat ipn
insidentil ked alam - ATK kuasa _
buku register ;:t“c:::‘
pembenan gin pRsan
Kuasa insidentd register
8. [Memungutdan Permohonan 1 Jam - Drsetor
menyetor iin kuasa PNEP tepat
ermaan nsident! wakty
2 Bukan Buku Ekspedisi - Tanda
Pajak (PNBP) mmfaﬂ enma
PiBuku penyetoran
Induk HHK
Buku Kas
L Bantu
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Pelaksana Mutu Baku
» Aktivitas
Staf
Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP l:&nm Hulum Panitera KPN Pedengkapan Wkt Qutput
m
yerahkan Surat - SuratKuasa 1Jam  [Tanda
sa yang eiah y yang sudah |tenma
didaflar kepada didaftar penyerahan
iPemohon sural kuasa
- Salnan Surat 1 Jam Arsip surat
i5n Kuasa yn kuasa
insidentil, nsdent!
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10.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri
Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Permohonan Surat Keterangan Bagi
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007

NOMOR SOP 364/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
;grtlsu ATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH . KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.L / - SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 k“
Komplek Perkantoran Gunung Kembang i[ ;: . ﬁw
Kabupaten Sarolangun =
X mw MANURUNG
NAMA SOP SU AN TIDAK
TE ERKARA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
1985 tentang Mahkamah Agung Umum/Khusus
sebagaimana telah berapa kali diubah 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
kuasa tidak terlaksana dengan baik

KUALI FIKASI PELAKSANA :

S-3
S-2
S1
D-3
SMU sederajat

G W e

PERALATA N/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus




11.

12.

tentang Pemberlakuan Buku Il tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS Staf Kset
Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP Pl:&u m:l Hokoiin Pantera KPhN Perlengkapan Waktu Output
Menenma berkas - Permohonan 1 Jam elengkapan
Surat Tidak Tidak surat
Permohonan Tersangkut ermohanan
Tidak tersanghkut Perkara ang sudah
perkara SKCK 4 icheckist
- Surat
Pemyataan
tdak pernah
dipatuhi pdana
Buku register
Checkist
ATK
fene bt Ash dan 1 Jam $
kelengkapan SalnanFoto ermohonan
permohonan copy Surat enkut
Tidak tersangkut permohonan kelengk ap and
Perkara 1 \ - SKCK 2
-~ Surat
Parmyataan
Ya tdak pernah
diatuhi pdana
- Tanda terima
persyatatan
ATK
Membuat konsep Permohonan 1 Jam Konsep
surat keterangan surat surat
tu:;  tersanghut keterangan keterangan
perkara d ak tersangkut tidak
perkara tersangkut
Kelengkapan petkara
persyaratan
P—— - ATK
Memeriksa -~ Konsep Surat 1 Jam onsep Suralj
konsep Sumat keterangan eterangan
::!em:ul:\ tidak td ak tersangkut dak
15ang perkara sang kut
perkara dan D - Kelengkapan erkara
member paraf surat Yang sudah
keterangan periksa
tid ak tersangkut elengkapann|
perkara L]
ATK
Menenma dan Konsep Surat 1 Jam Surat
membern parafl keterangan tidak keterangan
konsep surat I_'_' tersanghut tidak
keterangan tidak perkan yang tersangkut
tersangkut sudah dipenksa perkara
perkara kelengkapannya yang
- ATK sudah
diparat
Menandatangani Surat 1 Jam Surat -
surat keterangan keterangan keterangan
tidak tersangkut tef ak tersangkut tidak
perkara perkara yang tersangkut
sudah diparaf perkara
ATK sudah
ditanda
tang ani
Mencatat Surat - Surat
keterangan tidak keterangan 1Jam Surat
tersangiut tdak ersangkut keterangan
perkara kedalam perkan tidak
buku register I E fersangkut
- ATK perkara
tercatat
dalam
_ register
mungut dan Permohonan 1Jam | Disetor
yetor surat PNEP tepat
ernmaan keterangan waktu
a Bukan tidak tersanghut Tanda
Pajak (PNEP) perkan ferima
- Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku
Induk HHIK
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Menyerahkan
Surat keterangan
bdak tersangiut
peara

kepada Pemohon

Mengarsipkan
berkas
Permohonan
Surat keterangan
tidak tersangkul
perkara

PELAKSANA MUTU BAKU
Staf
";1."?",‘ Panmud %Ta:: Pantera | KPN ::;:;‘::': Wakty | Ouput
Hukum

Surat keterangan 1Jam | Tanda

tidak tersangkut tenima

perkara penyerahan
sumt
keterangan
tidak
ters ang kut
perkara

Saknan Surat 1 Jam Arsp surat

keterangan Udak keferangan

tersangkut perkara tidak
tersangkut
perkara

Pengelasan pada kolom keterangan :

“

Untuk sural keterangan tertentu diand a tangani oleh Panitera
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NOMOR SOP 365/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
;(:;BUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026 -
DISAHKAN OLEH _/KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l f{ Ay
Komplek Perkantoran Gunung Kembang l‘ Ty W
Kabupaten Sarolangun |~ NOVARINA MANURUNG
NAMA SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY. PERSEPSI ANTI KORUPSI
{SPAK) - GGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI
ASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun SOP Kepaniteraan Hukum
1986 tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-  PERINGATAN/CATATAN:
Undang 49 Tahun 2009 tentang Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan
Perubahan Kedua Atas Undang- masyarakat tidak dapat diukur
Undang Nomor 2 Tahun 1986 KUALI FIKASI PELAKSANA :
tentang Peradilan Umum. 1. S22
2. Peraturan Mahkamah Agung RI 2. §1
Nomor 7 Tahun 2015 tentang 3. D3
Organisasi dan Tata Kerja 4. SMU sederajat
Kepaniteraan dan Kesekretariatan PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Peradilan sebagaimana telah 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
beberapa kali diubah terakhir dengan 2. Komputer
Peraturan Mahkamah Agung RI 3. ‘Printer
Nomor 1 Tahun 2025 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN -
Perubahan Keenam Atas Peraturan -
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun Quetstloner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey
2015 tentang Organisasi dan Tata Harian
Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Negara Kep/25/M.PAN/2/2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 026/KMA/SK/I1/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di




10.

Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER)
pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Peradilan di
Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024
tentang Pembaharuan Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri




I” Aktivitas Pelaksana Muty Baku Kat
; Panmud| Sekretaris] Panitera| Tim Survey | WKPN KPN |Persyaratan /] Waktu | Output
Hubasm Kepuasan Perfeng
Masyarakat
-1 Menyusun konsep Tim ATK 1 Jam |[Konsep Tim
Survey Survey
Tidak
2 Menekti dan Konsep Tim 1 Jam (Konsep Tim
memberikan parafl Survey Survey sudah
pada konsep tim ATK di parafl
survey
Ya
3 | Penandatanganan SK Konsep Tim | 1 Jam |SK Tim Survey
Tim Survey Survey yang
sudah di paraf}
ATK
“ #Menyusun rencana SK Tim 1 Hari {Jadwal *1
program Survey rPeaksanaan
Pelaksanaan SKM dan Aplkasi Survey dan
SPAK SISUPER blaya
Praposal
Survey
Data
pendukung
Hasil survey
sebdumnya
Konsep jadwal
paaksanaan
Customer
Base
ATK
5 Memeriksa rencana Aplikas 1jam (Rencana
program pengukuran Tidak SISUPER program
SKM dan SPAK serta r Rencana pengukuran
membenkan paraf program SKM dan SPAK
pengukuran yang telah
SKM dan |diparafl
SPAK
L ATK
Memberikan Apikasi Tjam  [Persetujuan
3 persetujuan SISUPER pelaksanaan
pelaksanaan SKM dan Data SKM dan SPAK
SPAK pendukung
Ya yang
diperiukan
untuk
melakukan
survey
ATK
4 | Mempersapkan sarana Aplikasi 2 lam | Tersedianya
dan prasarana SISUPER aphkkasi
pelaksanaan survey Layar montor beserta layar
ATK monitor
S | Mendistribuskan dan ) - Unk aplikasi | 3 Link aplikas
mengkomun kaskan SISUPER Bulan sudah
Ink aplkas SISUPER - ATK terdigtribus
kepada responden
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Halaman 3 dari 3

Aktivitas Pelaksana Muty Baku
nmudsnmyq Panitera | Tim Survey |  WKPN puwm Waktu | Output
Hagbeum Kepuasan Perfeng
Masyarakat

6 | Mengumpulkan hasi Link aplkasi | S Han laporan
pelaksanaan survey sudah terisi
dan mene@pkan IKM ATK
dan IPAK

7 | Menyusun laporan Apikasi 1 Laporan
pelaksanaan has! SISUPER Buian
survey Link aplkasi

SISUPER
Data Hasi
survey

8 | Menenama laporan Laporan 1 Jam |Laporan
pelaksanaan survey pdaksanaan sudah

hasil survey diterma dan
dtandatanga
n

7 | Mempubkkaskan hasi Laporan hagl | 1 Jam | Laporan Hasl
survey dan survey Anaksa 1KM
menindaklanjut 3 Webste dan dan IPAK
unsur terendah dari media sudah
hasil survey pengadilan terpublikasi

Data dan
pendukung ditindakianjut
]

8 | Mengirimkan hasi Surat 1Jlam | Tanda
survey ke Dijen v penganiar Pengiriman
Badium melalul Hasl survey dan publkas
aplikasi SISUPER dan hasil survey

anabsanya
Data
pendukung
Checkkst data
survey

ATK

9 Mengarsipkan hagl KM Surat 1 Jam |Laporan

dan IPAK pengantar uney
Laporan hasi tersimpan
* pelaksanaan dalam arsip
- =
ATK
Penjelasan pada kolom keterangan :
bt | jukuran Kepuasan Pelanggan diakukan minimal 3 (bga) bulan sekali




Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

NOMOR SOP 366/ KPN.W5-U8/0T.01.3/11/2025
TGL. PEMBUATAN {12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH /KETUA PENGADILAN NEGERI
£ SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l w 2
Komplek Perkantoran Gunung Kembang w/
Kabupaten Sarolangun ‘K |3 ml 'I'A MANURUNG
NAMA SOP LEGA T AKTA DI BAWAH
TANGAN MEKING)
DASAR HUKUM : ETERKAITAN:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata
tentang Mahkamah Agung 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
sebaga.imana telah berapa kali diubah PERINGATAN/CATATAN:
terakhir  dengan  Undang-Undang Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.
Nomee3 Tahun 2009 Perybahan Kedus Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun beradilan.
1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 |-~ DAL TIKASI PELAKSANA :
5 ) 1. S-3
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir 2. &2
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009 3. 51
4. D-3
tentang Perubahan Kedua Atas .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 S DU Seteal
tentang Peradilan Umum. PERALATAN/PERLENGKAPAN:
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Komputer
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 3. Printer
Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmeking
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan  Pedoman  Standar
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PELAKSANA MUTY BAKU
AKTIVITAS
Staf Pe rsyaratan
Pore” | Kamse | Kepanitecasa| PSR | ey | KPMI | fpeciengkapsn | waktu | OVt
Mud s Hukum
Menerima dan menelt Surst 1 Jam
kelengkapan Surat Tidak Permohonan TMONON BN
Permohonan Akta ‘ i‘ KTP Masing- aarmerkng
dbawah masing ahk
Tangan/Waarmerking wars
dar Pemohon sesud :;rtu Keﬁ:wa
ngan Cheoklist oCopy dan
- Buky Tabungan
Ash
Surst
Keterangan
Wars
Surat
Keterangan
Kematian
Akta Kelghran
MASNG - Masng
i wars
Checkiist
Mg mver Flas) L 4 Sunt 1Jam | Berkas
kelengkapan surat Permohonan permohonan
permohonan Akta \ Sama dengan WA merking
dibanah Syarat Nomor 1 engkap
Tangan/Waame ring ¥al ATK
dan kelenghkapanrya Cheokist
ual dengan Cheokist
:mbun C?mﬂ Catatan 1Jam |Catatan
Waarmerking Waamerking
a
:‘:m\mms - Tidak Surat permyataan {Swat
% ARl Wars dan Pemyataan Ahk
welengkagan Wars sudan
1 dokumen ot rkan
ATK catapn
Meneits dan Berkas 1Jam [Catatan
membubuhkan parmf permohonan Waamenong
pada Camtan Surat pemystaan surt
Waarmerking surat ahll wars Pemyataan
K & d jank wars
pemyataan ahh wans wﬂww::r e
Ya ATK ‘
Mengst dan Bervas 1Jam tatan
membubuhkan paraf permohonan Waarmering
da tan Surat pemyataan surat
xu!mc:':!‘q surat Tidak i aars Pemyataan
pemyatasn shi wars Kelengkapan ahl wars
permohiona sudah di pamaf
Ya ATK
Menandatangan Catatan 1Jam jCatatan
Catatan Waarmening L 3 ;a':;r::‘m;mn F:.:ﬂeﬁlt\q
j myataan ahi
:ru:;::n;:n aihagiri aiwars pemyataan ahi
cleh Pemohon Kelengkapan wa s telah
permohonan jdranda tangan
ATK
Mencatat ke dalam buky Catatan 1lam |Catatan
register Akta Dibawah Waarmerkng I:u:meﬂitnq
TanganyWaarmerung L Surat pemyataan nt
dan memberkan nomor M:‘:ﬂns yang :;;a::a: -
pendaftaran serta LT 3
@nggel pendaftaran ctandatangan n:;s u!:::n .
Akta Dibawah Tangan. ;*?.:n”m sk
g .
bl register
ATK
Menerima dan menyetor Catatan 1Jam | PNBP sudah
Penerimaan Negara - Waarmeriing daepr
Bukan Pajak (PNBM iumru w?:p::&ﬂ
¥
sugah
deandatangan
kekengkapan
dokumen
buku register
ATK
Menyerahian surat Catatan 1Jam |-Tanda tenma
pemyataan Ahk Wans Waarmerkng peryerahan
kepada Pemohon Surat pemyataan Agh aatatan
Ahi Wars Surat
9 buky ehspeds pemyataan
Blarko tanda AN Wans
tenma PNBP Tanca
ATK terima PABP
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Mengansipkan satinan
Sumat Pemyataan Ahl
wars

Salinan Surat
Pernyataan Ahk
Wans can
AEng DA N
dokymen

darsphan
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NOMOR SOP 367/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025

;(F?II\;BUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026

DISAHKAN OLEH g /KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNGRL.IL. o SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

'\, NOVARINA MANURUNG
NAMA SOP suam\\!*mﬁ'%e_ AN  ELEKTRONIK

MELALUI APLIKASI ERATERANG

DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
1985 tentang Mahkamah Agung Umum/Khusus
sebagaimana telah berapa kali diubah 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor PERINGATAN/CATATAN:

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  |ika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat

Agung. keterangan tidak terlaksana dengan baik
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 KUALI FIKASI PELAKSANA -

tentang Peradilan Umum 1 €3

sebagaimana telah beberapa kali 2. %2

diubah terakhir dengan Undang- |

Undang 49 Tahun 2009 tentang 4. D3

Perubahan Kedua Atas Undang- 5. SMU Sederajat

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peradilan Umum. 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2

_ Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Elektronik
4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
L 3. Komputer
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan .
: ; 4. Printer
Tata Kerja Kepaniteraan dan S Jari Int t
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana NG IR CTRE
6. Scanner

telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik
Perubahan Keenam Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Peradilan.

5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada di Bawahnya.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Permohonan Surat Keterangan Bagi
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala




10.

11.

12

Daerah di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah  Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pemberiakuan SEMA
Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua
Jenis Surat Keterangan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum  Nomor
44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Surat
Keterangan Elektronik (eraterang) di
Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman  Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan  Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3




Pemelasan kolom keterangan :
"1 Dubﬁﬁdmahhm
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tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan Buku ] Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor: 143/KMA/SK/VII/2007 tentang

10.

2.
3.
4.

NOMOR SOP 368/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH /KETUA PENGADILAN NEGERI
/ SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.1. f <
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1i .
Komplek Perkantoran Gunung Kembang W
Kabupaten Sarolangun '-'\1‘ 2 NB.\!&R?‘A MANURUNG
NAMA SOP KEA PERKARA PN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN: =
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1. SOP Kepaniteraan Pidana

SOP Kepaniteraan Perdata
SOP Kepaniteraan Hukum
SOP Kepaniteraan Tipikor

PERINGATAN/CATATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALI FIKASI PELAKSANA :

DU AW R

S-3 Hukum

S-2 Hukum

S-1 Hukum

S-1 Sistem Komputer
D-3

SLTA/ Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

AT B O (9,

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

SIPP

Buku ekspedisi dan Berita Acara penyerahan berkas
Lemari/ Rak Arsip

PE

CATATAN DAN PENDATAAN :

Arsip Perkara




I

" 12,

13

14.

Pemberlakukan Buku |

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor:
3/DJU/HMO2.3/6/2014 tentang
Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum
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Paaksaaaaa Mty Saka
Aktivitas b aan Hukum Panitera Muds | Patugas Persyacatan | Walktu Cutput ot
Fuboum Arsig Pedengkapan
Menerima berkas perkara dan - Petugas penerima 1 Jam Tanda terima
Kepanteraan Perdata, Pdana, Tidek berias peayerahan
Tipvkor, Berkas Perkara berkas
-~ Benta Acamna Benta Acara
penyerahan berkas Peayeratan
perkara
Buky Ekspedis
- Checkist
ATK
Meneit kelenghapan Berkas Berkas Pervara 1 Jam Tanda terima
Pervara Benta Acara peyer anat
penyerahan Derkas berkas
periara Benta Acar
b - Buxu Exspedis Peayer ahan
Checilst
Menyusun berkas perkara - Berkas Perkara 1 Jam | Berikas parkara yang L
berda sarkan Tahun Perkara - Data okas ted ah tersusun rap
serta memasukian ke daam I ! penympanan, dalam arsip
box amsip Bax Arsip
Rak / eman arsp
Ruang 2rsip den
periengapannya
Mengnout dan scan data Berdaas Perkasa, | 1Jam | - Data arsip sudah
berkas perkars ke dalam Data periara yang terinput dalam
Sstem Informas Peneisuran IJ-I dterima, Siep
Periara (SIPP), ~ Buky Ekspeds - Bektronk
- Kompitet/ ptop Dokumen tennpue
- Bextronk Dokumen dalam aplkas
- Aphkas SIPP Siep
Membuat daftar is dan ATK 1Jam | Beriastelsh
melekatkan & ss! depan hox - Kamputer darspkan
fie asip Berkas Perkara
Deta lokas
penymanan
- Bax AsD
Rak / ieman arsip
Menerima laparan Data lokas 1 Jam | Laporan pengarspan
pengarspan tolah teraksana penyImpanan,

-

Penjefasan pada kolom keterangan :
" Susunan berkas disesuaikan dengan ketentuan Buku 11
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MAHKAMAH AGUNG R.L

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

NOMOR S0P 369/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025

TGL. PEMBUATAN {12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026

TGL. EFEKTIF 31 Mayet. 2026

DISAHKAN OLEH /KETUA PENGADILAN NEGERI
' SAROLANGUN

Kabupaten Sarolangun \, ".NOVARINA MANURUNG
NAMA SOP Psmﬁm@emm INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2-
144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Standar
Pelayanan informasi Publik di
Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.

Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Pemberian
Informasi Publik untuk Masyarakat

1. SOP Kepaniteraan Pidana

2. SOP Kepaniteraan Perdata
3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

PERINGATAN/CATATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1. S5-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum

4. S-1 Sistem Komputer
5. SLTA/ Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Permohonan Informasi

5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung
lainnya




11

Pencari Keadilan dan Standar Meja
Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman  Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri




-

Pelaksana s s Bakes
& Petugas Penanggung
Ha. Akctivitas Jawaly PPID
Petugas PTSP ety Informasi (Panitors & oy Porsyarton / Waktu Output
[(Paniters Muda) (Kabag & Sekretaris) PRID Perteag kapan
Hus kue) Panmud )
Menerima dan - Formuir 1jam | Pemohanan
mencatat permahonan Informas tercatat
permahonan KTP/ Bucti Din daam ragister
nformas secara
Lrging mauwun - Kompiges
sacara tdak - Buku regster
langsung kedalam « Identtas diri dan
regster nncian nformas:
yang diututian
- ATK
Menerima dan Tidak) . permohanan 1 jam Permohonan
menganaisa nformasi Informas tercatat
permahanan - Data dirl dalam register
informas pemation
- Register
Meneruskan - permahonan 1 jam Keputusan tertang]
permahanan informas| pembenan
nformas kepada - Data dirt pemohon informas:
PPID karena - Infformas  yang
informas tdax tersedia
bsa d putuskan
aeh penanggung
Jawab
PPID me o ak - Surat 1jam | Suratjawsben
permotnan Permotanan dsena dengan
nformas P manoen o asn penalakan
informas|
- Tanggapan /
jawaban  tertdis
Ya dan PPID
Pemotion Surat  Penoiakan 1jam | Surat lawaban
mengayskan L"'""“"" PPID : dan Atasan PPID
keberatan atas | - Surat
pEnGl akan oeh Permahanan
mD pemohion
nformasi
Keberatan  atas
perolakan  oleh
wID
Mengabulkan 3y - Surat 1jam | Swat
ek Permanonan Mg an
keberatan atas pemahion keberatan
permahonan nformasi dengan
informas - Keberatan s memberkan
penolakan informasi atay
Ya Menguatan
pemlakan
Heyapean permohonan 1 jam Informas yang
iformas sesud infor masi erseda
dengan - Data dri pemoation
perminta an Infformas  yang
pemahon tersedia
Menyerahkan - Informasi yang 1 jam Tanda terima
nformas melais terseda
PTSP Baya
penggandaan dan
rasponas
1 sesus ketertuan
ArsD Berias Informas 1 jam Berkas Informas
Tidak - Keberatan s darapkan
pe g akan
St pivabes dengan rap
atasan PPID
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NOMOR SOP 370/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
TGL. PEMBUATAN {12 Desember 2018
’ TGL. REVISI 6 Februari 2026
] TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH  KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNGR.L. | ot -
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Ii | Z M,{
Komplek Perkantoran Gunung Kembang g
Kabupaten Sarolangun & WWI@A MANURUNG
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA \TAN PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1. SOP Kepaniteraan Pidana
tentang Peradilan Umum sebagaimana 2. SOP Kepaniteraan Perdata

telah beberapa kali diubah terakhir 3. SOP Kepaniteraan Hukum
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009 4. SOP Kepaniteraan Tipikor
tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 PERINGATAN/CATATAN:

tentang Peradilan Umum. Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Tentang Keterbukaan Informasi Publik. KUALI FIKASI PELAKSANA -
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 1. S-3 Hukum

Tentang Pelayanan Publik. 2. $-2 Hukum
4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 3' $-1 Hukum

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata ’ .

. . . 4. S5-1 Sistem Komputer
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 5 SITA
Peradilan sebagaimana telah beberapa ;
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2025 tentang Perubahan Keenam Atas 2. Komputer

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 3. Printer

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 4. Register Permchonan Informasi

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

Peradilan. PENCATATAN DAN PENDATAAN :

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Pemberian
Informasi  Publik untuk Masyarakat
Pencari Keadilan dan Standar Meja




11.

Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum  Nomor
114/DIU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang
Pembaharuan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri




Pelaksana Mutu Baku
) Petugas *'mangg«ngl =
No. Aktivitas Informasi Jawab Ket.
. Porea® | (Panitera | Informasi | (panitera & fitasan PRIO[ PESYHAAN/ | o, | gueput
z Muda (Kabag & | Sekretaris)
Hukun) Panmud)
-1. | Menerima dan - Formulic 1 jam | Permohonan
5 mencatat permohonan Informasi
informasi baik -m“,: A i datam
mn ast Secara
fangsung maupun ister register
secara tidak fangsung ] i
kedalam register - Identitas dir
dan rindian
informasi yang
dibutuhian
- ATK
2. | Menerima dan : * permohonan 1jam | Permohonan
menganalisa informasi Irformasi
permohonan - Data din tercatat
informasi [ pemobon dalam
pus— - Register register
3. | Menyiapkan informasi - permohonan 1jam | Informasi
sesuai dangan informasi yang tersedia
permintaan pemobon - Data diri
pemohon
- Informasi
i yang tersedia
4. | Menyerahkan - Informasi 1jam | Tandatenma
informasi mefalul yang tersedia
PTSP - Biaya
penggandaan
dan
ransportasi
sesuat
ketertuan
S. | Arsip Berkas 1jam | Berkas
irformasi informasi
{ diarsipkan
dengan rapi
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Peradilan Umum Nomor:
3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang
administrasi pengadilan berbasis
teknologi informasi di lingkungan

NOMOR SOP 371/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025
TGL. PEMBUATAN {12 Desember 2018
TGL. REVISI 6 Februari 2026
5 TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH 'KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun V'@ ' \' MANURUNG
NAMA SOP PEM% FANJAPORAN PERKARA
{(BULAN LANAN/ 6 BULANAN/
TAHUNAN) PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 1. SOP Kepaniteraan Pidana
tentang Peradilan Umum sebagaimana 2. SOP Kepaniteraan Perdata
telah beberapa kali diubah terakhir 3. SOP Kepaniteraan Hukum
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009 4. SOP Kepaniteraan Tipikor
tentang Perubahan Kedua Atas 5. SOP Kepaniteraan PHI
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 6. SOP Kepaniteraan Perikanan
tentang Peradilan Umum. 7. SOP KEpaniteraan Niaga
2. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 8. SOP Kepaniteraan HAM
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan PERINGATAN/CATATAN:
Peradilan sebagain?ana telah beberapa  |apaphila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
kali diubah terakhir dengan Peraturan Lo dijan tidak dapat dilaksanakan dengan baik
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun KUALI FIKAS] PELAKSANA -
2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 L. 53 Hukum
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 2. 5-2 Hukum
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 3. 5-1Hukum
Peradilan. 4. S5-1Sistem Komputer
© oA, Peraturan Menteri Pendayagunaan 5. SMU
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
penyusunan Standar Operasional 2. Komputer
Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Printer
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan 4. Buku ekspedisi
' Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi 5. Aplikasi SIPP
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 6. Formulir-formulir laporan
Standar Pelayanan. PENCATATAN DAN PENDATAAN :
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Laporan perkata Perdata, Pidana, Pidana Anak dan Tipikor
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku I Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 139/KMA/SK/IX/2011 tentang
pemberlakuan formulir laporan
pengadilan versi baru secara elektronik
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
E Yang Berada Di Bawahnya.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan




10.

peradilan umum

Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor:
2992/DJU/SK/HM.02.3/8/2019 Tentang
Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara
Elektronik Melalui Website di Lingkungan
Peradilan Umum.

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
ktivitas Kmsz"“l’nlzn HlldJ Panitera akil Ke{ha Persyaratan /| | Waktu Output Ket
prar—. Hukum Perlengkapan
Menerima laporan data - Laporan data 1Jam |Data Keadaan ‘1
pedta_a dari ‘ ’ Perkara dari |Perkara dari
Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan
- Buku ekspedisi
Merekapitulasi laporan - Laporandatadan | 63Jam |Konsep laporan
keadaan perkara, Kasifikasi jenis keadaan
Idasifikasi jenis perkara Perkara perkara dan
Kasifikasi jenis
perkara
Membuat surat i Yidak - Konsep laporan 1Jam |Konsep Surat
pengantar keadaan perkara pengantar yang
dan klasifikasi sudzah di paraf
perkara
L Konsep surat
pengantar
Meneliti konsep - Konsep Laporan 1Jam |Konsep
Laporan keadaan keadaan perkara Laporan
perbara, Wasiliosl - Kasifikasi jenis keadaan
Jems Wkﬁa: dan m“ m dan
surat pengantar L« o klasifikasi jenis
Ya pengantar yang perkara
sudah di paraf Konsep Surat
pengantar yang
sudzh di
: tandatangan
Menandatangani - Konsep Laporan 1Jam |Laporan
konsep laporan dan keadaan perkara, keadaan
surat pengantar - i jenis perkara,
perkara, dan Surat klasifikas: jenis
Pengantar yang perkara, dan
telah diparaf Surat
Pengantar yang
teizh
ditandatangani
Panitera
Menandatangani - Laporan keadaan | 1Jam |Laporan
laporan yang suda perkara, Masifikasi keadaan
ditandatangani panitera jenis perkara, dan perkara,
Surat Pengantar klasifikas jenis
yang telah perkara yang
ditandatangani telah
Panitera ditandatangani
KPT/WiKPT
Mengirimkan laporan - Laporan keadaan 1Jam |Bukh
keadaan perkara ! perkara, Kasifikasi pengiriman
setelah di:':‘m f jenis perkara, dan laporan
nomor surat ke Surat Pengantar
Pengadilan Tinggi yang telah
ditandatangani
Mengarsipkan laporan - Lapotan keadaan | 1Jam |Arsip
keadaan perkara perkara, Kasifikasi
jenis perkara, dan
Surat Pengantar
yang telah
ditandatangani
— Bulkd penginiman
laporan

Penjelasan pada kolom keterangan :

bt

Disesuaikan dengan jenis laporan
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MAHKAMAH AGUNG R.L

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP 372/ KPN.W5-U8/0T.01.3/111/2025

TGL. PEMBUATAN (12 Desember 2018

TGL. REVISI 6 Februari 2026
TGL. EFEKTIF 31 Maret 2026
DISAHKAN OLEH / KETUA PENGADILAN NEGERI
! + ~ SAROLANGUN
Wk B ANE
'\ 1. NQVARINA MANURUNG
NAMA SOP PE DAN PENGEMBALIAN
ARSIP PERKARA PENGADILAN

NEGERI

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN:

1.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peraturan Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

1. SOP Kepaniteraan Pidana
SOP Kepaniteraan Perdata
SOP Kepaniteraan Hukum
SOP Kepaniteraan Tipikor
SOP Kepaniteraan PHI

SOP Kepaniteraan Perikanan
SOP KEpaniteraan Niaga
SOP Kepaniteraan HAM

99 LGy Uil LM

tentang Peradilan Umum.

PERINGATAN/CATATAN:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan.

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

KUALI FIKAS| PELAKSANA :

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor,
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

1. S$-3 Hukum

2. S-2 Hukum

3. S-1 Hukum

4. S$-1 Sistem Komputer

5. SLTA/
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Peminjaman berkas perkara
5. Formulir Peminjaman berkas perkara

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah.
Peraturan Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor: 143/KMA/SK/V11/2007 tentang
Pemberiakukan Buku 1.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung

1. Buku register peminjaman arsip perkara
2. Aplikasi Kearsipan

Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang




13.

Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor:
3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang
Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum.

Halaman 1 dari 2
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